PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT

NAGARI SAMBUNGO

i . 25674
JI. Lintas KTM Lunang Silaut — Pantai Sambungo Kode Pos

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/25/Kpts/WN.SMB / X / 2017

TENTANG

PENGESAHAN GURU TK/PAUD MAKARTI MUKTI TAMA
NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2017

WALI NAGARI SAMBUNGO

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
belajar dan mengajar pada TK/PAUD di Nagari
Sambungo perlu adanya tenaga Guru / Pengasuh;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan
dalam satu Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 1643);

2.  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi
sebagaimana telah beberapa kalj
dengan Undang-
tentang perubah

Indonesia

dirubah terakhir
undang Nomor 192 tahun 2008
an kedua atag Undang-

n 2004 tentang Pemeritah Daerah



10.

11

12,

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor :844);t

33 Tahun 2004 tentang
Undang- undang Nomor .
Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara

; : 8);
Republik Indonesia Nomor 4438);
UnI()iang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan (Lembaran Republik Indonesia tahu'n
1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201‘1
Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234;
Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang
tarif pemot.ong.;an dan pengenaan pajak penghasilan
yang ' menjadi beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ?010 Nomor 140, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5174);
2007 g e e Negrt Nomor 37 Tarur
ang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
Peraturan Menteri keuangan N :
262/PMK.03/2 emor
: /2010 tentang tatg cara pemoton
Pajak penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Ne .
gara, PNS,



Menetapkan
KESATU

{EDUA

anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya atas
penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang pembentukan produk hukum daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun
2015 tentang pengelolaan keuangan desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017,

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

18. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016
tentang Pokok- pokok Keuangan daerah;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun
2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2017;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun
2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2017;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam kolom 2
(d_ua) dan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3
(tiga) sebagai Guru TK/PAUD Nagari Sambungo tahun

Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU di atas diharapkan untuk dapat menjalankan



KETIGA

KEEMPAT

tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya;

Segala biava vang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Sambungo;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 27 Oktober 2017

Tembusan disampaikan kepada Yth :

RO [SI

(S]]

Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

Bapak Camat Silaut di Silaut

KUA Silaut di Silaut

Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Silaut VI
Sdr. yang bersangkutan

Arsip



Lampiran  : Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 115/25/Kpts/WN.SMB / X / 2017
Tanggal : 27 Oktober 2017
Tentang : Pengesahan Guru TK/PAUD Nagari Sambungo
NO NAMA JABATAN
1 2 3
1 | Sri Muhawanah Guru TK/PAUD
2 | Nurlaeli Rizki M.N Guru TK/PAUD




